
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 74 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ TASIKMALAYA, 

a . bahwa penyusunan dan implementasi I Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan dil,hlrukan dalam rangka 
mewujudkan tata laksana instansi per erintah yang efektif, 
efisien, transparan dan akuntabel; 

b . bahwa untuk menciptakan keser gaman dan tertib 
penyusunan Standar Operasional ~osedur Administrasi 
Pemerintahan diatur dalam Pedoman Pe yusunan; 

c. bahwa Pera turan Bupati Tasikmalaya omor 50 Tah u n 2012 
ten tang Pedoman Penyu su nan Standar Operasional Prosedur 

dmini trasi Pemerin tahan di Lin kungan Pemerintah 
Kabupa en Tasikmalaya s dah tidak se uai dengan din amika 
per mbangan penyelenggaraan p merintahan, maka 
dipandang perlu disu sun Pedoman yan memuat secara rinci 

engenai Penyusunan Standar perasional Prosedur 
Administra i Pemerintahan; 

d . bahwa berdas kan pertimbangan h ruf a, huruf b, dan 
huruf c perlu men etapkan Peratur Bupati Ta sikmalaya 
tentang Pedoman Penyu su nan Standar Operasion al Prosedur 
Administra i Pemerin tahan; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Ling n gan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Ind nesia Tahun 1950), 
sebagaimana telah diubah dengan Un ang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 ten tang Pembentukan bupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan men~bah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembe tukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Pr pinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'Fahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Repub~ik Indonesia Nomor 

2851); t 
2 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2 09 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 2009 
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Nomor 112, Tambahan Lembaran Nega a Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 entang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik I onesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Neg a Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah eberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 un 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Und g Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah l (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Ndmor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No or 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 T 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T un 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambah Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) seba aimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah omor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402) 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan egawai Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2 12 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional osedur Administrasi 
Pemerintahan (Berita Negara RepubI Indonesia Tahun 
2012 Nomor 649); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikm aya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan oduk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasi alaya Tahun 2016 
Nomor 1); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikm aya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerin yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabu aten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasilqnalaya Tahun 2016 
Nomor 3); I 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikm aya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susu an Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasi alaya Tahun 2016 
Nomor 7) sebagaimana telah deng Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 ahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah K bupaten Tasikmalaya 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembe tukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah K bupaten Tasikmalaya, 

I 
Tahun 2019 Nomor 1); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA ENTANG PEDOMAN 
PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR OPERASI NAL 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. t 
3 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uru pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat aerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otpnomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Ip.donesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

4. 

5 . 

6 . 

7. 

8 . 

9 . 

10. 

11. 

1945. I 
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai ~nsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati ~~ Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemer ntahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Ipaerah di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
Unit Pelaksana Teknis Daerah DinasjBadan yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Din s dan Badan yang 
mempunyai wilayah keIja satu atau beberapa Kecamat 
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya isingkat SOP adalah 
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan men enai berbagai proses 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimr a dan kapan harus 
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 
Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat AP adalah pengelolaan 
proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh 
Perangkat Daerah. I 
Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintan yang selanjutnya 
disingkat SOP AP adalah standar operasional prosed r dari berbagai proses 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang se uai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. I 
Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan rpekanisme yang harus 
diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksrurakan kegiatan sesuai 
dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

12. Kegiatan adalah penjabaran dari fungsi dan rincian gas untuk mencapai 
hasil keIja tertentu, sesuai dengan langkah-lan ah keIja yang telah 
ditentukan dalam SOP. 
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13. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayan I yang dilakukan oleh 
unit-unit pendukung pada sekretariat kepada seluru:1nit-unit atau pegawai 
yang berada dalam lingkungan internal organisasi pemerintahan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 

14. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayan yang dilaksanakan 
unit-unit keIja yang langsung ditujukan kepada ma yarakat atau kepada 
instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas po ok dan fungsinya. 

15. Dokumen Standar Operasional Prosedur yang selanju ya disebut Dokumen 
SOP adalah berkas tertulis dan tercetak yang h disusun mengenai 
SOP Perangkat Daerah. 

16. Unsur dokumentasi adalah un sur dari Dokumen S P yang berisi hal-hal 
yang terkait dengan proses pendokumentasian OP sebagai sebuah 
dokumen. 

17. Unsur prosedur adalah bagian inti dari dokumen SOP AP yang terdiri dari 
bagian identitas dan bagan alur (fiowchart). 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebag i acuan bagi setiap 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah d am mengidentifIkasi, 
merumuskan, menyusun, mengembangkan, memantau s rta mengevaluasi SOP 
dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 

Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a. membantu setiap perangkat daerah dalam penyusunan sop; 
b. membantu memperlancar penyusunan langkah ~eIja, tahapan keIja, 

mekanisme serta alur kegiatan setiap perangkat aerah dalam rangka 
mendukung tertib administrasi penyelenggaraan peme tahan; 

c. meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pu 1ik; dan 
d. sebagai acuan dalam pengukuran kinerja di setiap Per gkat Daerah. 

Bagian Ketiga 
Manfaat 

Pasal 4 

Manfaat SOP antara lain sebagai berikut: 
a. sebagai ukuran standar kineIja bagi pegawai talam menyelesaikan, 

memperbaiki serta mengevaluasi pekeIjaan yang menjar i tugasnya; 
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b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mung ·n dilakukan seorang 
pegawai dalam melaksanakan tugas; 

c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih mudah, 
cepat, sederhana, efektif dan efisien serta teIjangkau; 

d. membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan ti~ak tergantung pada 
intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi ~eterlibatan pimpinan 
dalam pelaksanaan proses sehari-hari; 

e. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; t 
f. menciptakan ukuran standar kineIja yang akan mem erikan pegawai cara 

konkrit untuk memperbaiki kineIja serta membantu me gevaluasi usaha yang 
telah dilakukan; 

g. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat 
berlangsung dalam berbagai situasi; 

h . menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, 
waktu, dan prosedur; 

1. memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetens yang harus dikuasai 
oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya; 

J. memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompete si pegawai; 
k. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya; 
1. sebagai instrumen yang dapat melindungi pegaw, dari kemungkinan 

tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penYimp1 gan; 
m . menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; 
n. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalah~ prosedural dalam 

memberikan pelayanan; dan 
o. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memb rikan informasi bagi 
kineIja pelayanan. 

BABIII 
PRINSIP STANDAR OPERASIONAL PROSE UR 

PasalS 

(1) Prinsip SOP terdiri atas: 
a. prinsip penyusunan SOP; dan 
b . prinsip pelaksanaan SOP I 

(2) Prinsip penyusunan SOP sebagaimana dimaksud 9ada ayat (1) huruf a 
se bagai beriku t : 
a . kemudahan dan kejelasan, yaitu prosedur yan distandarkan harus 

mudah, dimengerti dan diterapkan oleh semua peg wai; 
b . efisiensi dan efektivitas yaitu prosedur yang dis darkan harus efisien 

dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas; 
c. keselarasan, yaitu prosedur yang distandarkan arus selaras dengan 

prosedur-prosedur standar lain yang terkait; 
d . keterukuran, yaitu prosedur yang distandarkan I mengandung stan dar 

kualitas/mutu tertentu yang dapat diukur pencapafan keberhasilannya; 
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e. dinamis, yaitu prosedur yang distandarkan haru dengan cepat dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan ku itas pelayanan yang 

f. 
berkembang; ~ 
berorientasi pada pengguna, yaitu prosedur yan distandarkan harus 
mempertimbangkan kebutuhan pengguna, sehin a dapat memberikan 
kepuasan kepada pengguna; 

g. kepatuhan hukum, yaitu prosedur yang distandarkan harus memenuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

h. kepastian hukum, yaitu prosedur yang distanda~1 an harus ditetapkan 
oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yan ditaati, dilaksanakan 
dan menjadi instrumen untuk melindungi pega i dari kemungkinan 
tuntutan hukum. 

(3) Prinsip pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud p da ayat (1) huruf b 
sebagai berikut: 
a. konsisten, yaitu SOP AP harus dilaksanakan secar konsisten dari waktu 

ke waktu, oleh siapa pun, dan dalarn kondisi y g relatif sarna oleh 
seluruh jajaran organisasi pemerintahan; 

b. komitmen, yaitu SOP AP harus dilaksanakan de 
dari seluruh jajaran organisasi, dari tingkatan y 
tertinggi; 

gan komitmen penuh 
g paling rendah dan 

c. perbaikan berkelanjutan, yaitu Pelaksanaan SO AP harus terbuka 
terhadap penyempumaan-penyempumaan untuk memperoleh prosedur 
yang benar-benar efisien dan efektif; 

d. mengikat, yaitu SOP AP harus mengikat pelaksan~ dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telat ditetapkan; 

e. seluruh unsur memiliki peran penting; dan 
f. terdokumentasi dengan baik, yaitu seluruh rosedur yang telah 

distandarkan harus didokumentasikan dengan ~aik, sehingga dapat 
selalu dijadikan acuan atau referensi bagi setiap pihak-pihak yang 
memerlukan. 

BAB IV I 
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PRqSEDUR 

Pasal6 I 
Setiap Perangkat Daerah wajib 
dan fungsi jabatan. 

menyusun SOP berpedo1an pada uraian tugas 

Pasa17 I 
(1) Penyusunan SOP dilakukan melalui tahapan sebagai ~erikut: 

a. persIapan; 
b. identifikasi kebutuhan SOP; 
c. analisis kebutuhan SOP; 
d. penulisan SOP; 
e. verifikasi dan uji coba SOP; 
f. pengesahan; 
g. penetapan; 



h. pelaksanaan; 
1. sosialisasi; 
J. pelatihan dan pemahaman; 
k. monitoring dan evaluasi; 
1. pengawasan pelaksanaan; 
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m. pengkajian ulang dan penyempurnaan SOP; dan 

(2) 
n . pelaporan. J 
Tahapan penyusunan SOP sebagaimana dimaksud Pj da ayat 
dalam Lampiran 1. 

(2) tercan tum 

Pasal8 

Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud dalam pas1 7 ayat (1) harus 
memperhatikan format SOP, sehingga mempermudah pengorganiSaSian dan 
memudahkan bagi para pengguna dalam memahami isi SO 

Pasal9 

Syarat SOP meliputi : 
a . menghasilkan paling sedikit 1 (satu) outputtertentu; 
b. mengacu pada penjabaran tugas pokok dan fungsi; 
c. mengacu kepada peraturan perundang-undangan; 
d . memperhatikan SOP lainnya yang dibakukan; dan 
e . memperhatikan identiflkasi kebutuhan SOP. 

BABV J 
DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PRO~EDUR 

Pasal 10 I 

SOP yang telah disusun oleh setiap Perangkat Daerk dituangkan 
Dokumen SOP masing-masing Perangkat Daerah. 

Pasal 11 

dalam 

(1) Dokumen SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memuat informasi 
sebagai berikut: 
a . Unsur Dokumentasi; dan 
b. Unsur Prosedur. 

(2) Unsur Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada at (1) huruf a terdiri 
atas: 
a . halamanjudul (covery; 
b. Keputusan Bupati ten tang Penetapan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan Perangkat Daerah a au Keputusan Kepala 
Perangkat Daerah tentang Penetapan Standar 10perasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan Unit Pelaksana Teknis lDaerah; 

c. daftar isi dokumen SOP; 
d. penjelasan singkat penggunaan. 

(3) Unsur Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~urufb terdiri atas: 
a. bagian identitas; dan 
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b . bagan alur( flowchart). 
(4) Format Dokumen SOP sebagaimana dimaksud pad ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran II. 

( 1) 

(2) 

(1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

BABVI 
PENGESAHAN DAN PENETAPAN 

Pasal12 

Dokumen SOP di lingkungan Perangkat Daerah 'sahkan oleh Kepala 
Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan upati. 
Dokumen SOP di lingkungan UPTD disahkan ole~ Kepala UPTD dan 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerab.. 

BAB VII 
MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMB1 NGAN 

Bagian Kesatu 
Monitoring dan Evaluasi 

Pasal13 

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan monitonrlg dan evaluasi secara 
internal terhadap penerapan SOP. 
Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud paf a ayat (1) dilakukan 
dalam rangka efisiensi dan efektivitas atas penerapan f.0P. 
Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pa~a ayat (1) dilakukan 
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (sattit) tahun atau sewaktu­
waktu jika diperlukan. 
Monitoring dan evaluasi 
terhadap: 

sebagaimana dimaksud pa~a ayat (1) dilakukan 

a . kinerja pegawai dalam melayani masyarakat; 
b . operasional pelayanan; 
c . rencana penyelenggaraan pelayanan; dan 
d . indeks kepuasan masyarakat. 

Pasal14 

(1) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evalu~si penerapan SOP di 
seluruh Perangkat Daerah dibentuk Tim Monitoritjlg dan Evaluasi SOP 
tingkat Kabupaten. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapklm dengan Keputusan 
Bupati. I 

Bagian Kedua 
Pengembangan 

Pasa115 

Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pengembangan terhadap penerapan 
SOP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa116 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peratur Bupati Tasikmalaya 
Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan P Imerintah Kabupaten 
Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa117 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangk 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen ndangan Peraturan 
Bupa . ini engan penempatannya dalarn Berita Daerah Kab paten Tasikmalaya . 

Diundangkan d· ingap a 
pada tanggal 21 Desember 2020 

KABUPATEN T 

BE RITA DAERAH UP TEN TASIKM 

Ditetapkan hi Singaparna 
pa a tanggJI 21 Desember 2020 

YA T UN 2020 MOR 74 



LAMPIRAN I 
NOMOR 
TENTANG 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
74 TAHUN 2020 
PEDOMAN PENYUSUNAN 
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTA 

TAHAPAN PENYUSUNAN SOP 

OPERASIONAL 

Tahapan Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di L~gkUngan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya meliputi: 

1. Persiapan 

a . Membentuk Tim Penyusun SOP Perangkat Daerah an kelengkapannya. 

1) Tim terdiri dari sekurang-kurangnya: 
a) Ketua Sekretaris pada Perang¥at Daerah yang 

bersangkutan; I 
b) Sekretaris Kepala Sub Bagian yang Imembidangi u rusan 

administra si umum dan kep~gawaian/Tata Usaha 
pada Perangkat Daerah; 

c) Anggota. 

2) Tugas Tim antara lain: 
a) melakukan identifikasi kebutu h an SOP; 
b) mengumpulkan data dan in formasi; 
c) melakukan analisis prosedu r ; 
d) mengkoordinasikan penyusunan SOP; 
e) mengkoordinasikan ujicoba SOP; 
f) melakukan sosialisasi SOP; 
g) men gawal pelaksanaan SOP; 
h ) melakukan monitoring dan evalu asi pelak 
i) melakukan fa silitasi pen gkajian u lang dan enyempurnaan SOP; 

dan 
j ) melaporkan h asil-hasil pengembangan SOP. 

3) Kewenangan Tim antara lain: 
a) memperoleh informasi dari satuan u nit keIja atau sumber lain; 
b) melakukan reviu dan pengujian; 
c) melakukan analisis dan menyeleksi berbag . alternatif prosedur 

yang akan distandarkan; 
d) menyusun SOP; dan 
e) mendistribusikan hasil analisis kepada s~luruh anggota Tim 

untuk direviu. 

b. Seluruh anggota Tim harus memperoleh pembekal~ yang cukup tentang 
penyusunan SOP agar Tim dapat bekeIja dengan bajik dan menghasilkan 
output yang diharapkan. 

2. Identifikasi Kebutuhan SOP 

a. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan 
kebutuhan SOP: 

mengidentifI.kasi 
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1) prosedur keIja yang mengacu pada SOTK, tu s dan fungsi satuan 
unit keIja; 

2) prosedur keIja pokok yang menjadi tan ung jawab semua 
anggota organisasi; I 

3) aktivitas yang dikeIjakan secara rutin dan ,tau berulang- ulang; 
4) prosedur keIja yang akan di SOP kan mem unyai tahapan keIja 

yangjelas; dan 
5) mempunyai output yang jelas. 

b. Identiftkasi kebutuhan SOP dilakukan dengan mem ertimbangkan: 
1) kondisi internal organisasi (Lingkungan Operasi nal); 
2) peraturan perundang-undangan; 
3) kebutuhan organisasi dan stakeholder-nya; dan 
4) kejelasan proses identifikasi kebutuhan. 

c. Hasil identifikasi kebutuhan SOP disusun menjad daftar inventarisasi 
judul SOP 

d. Fonnat Identifikasi Kebutuhan Sop 

Nomor Kegiatan yang 
Dilaksanakan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Contoh: 
Mengendalikan surat 
masuk, pendistribu -
SIan, surat keluar 
dan pengarsipan 

·sis Penyusunan SOP 3. Anali 

Hal -hal yang perlu diperhatikan: 
a. prosedur keI]a harus sederhana, 

Judul SOP 
yang Diusulkar 

SOP Administr 
surat masuk d 
keluar 

Perkiraan 
Output/Keluaran 

;lsi Dokumen/ surat 

~ masuk dan surat 
keluar 

b. pengkajian dilakukan sebaik-baiknya untuk mencegah duplikasi 
pekeIjaan; 

c. prosedur yang fleksibel; 
d. pembagian tugas yang tepat; 
e. pengawasan terus-menerus dilakukan; 
f. penggunaan urutan pelaksanaan pekeIjan yang se aik-baiknya; 
g. tiap pekeIjaan yang diselesaikan harus de gan memperhatikan 

tujuan. 
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Setelah dilakukan analisis kebutuhan SOP mak akan menghasilkan 
nama dan kode nomor SOP. Untuk membantu meny sun nama dan kode 
nomor SOP dapat digunakan tabel berikut: 

NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASIONV\L PROSEDUR 

NOMOR NAMA/JUDULSOP NOMORSOP 

Penulisan SOP 

a. Menentukan format SOP dengan 
(fiowchart) . 

b. Memperhatikan tingkat kerincian/detaildalam arti : 

Diagram alur 

1) Jenis pekeIjaan yang prosedurnya seringkali d~' nterupsi oleh hal-hal 
diluar kendali sehingga harus diambil keputu an prosedur di luar 
prosedur yang telah standar,. maka diperluk SOP yang sifatnya 
memberikan pedoman umum. 

2) Jenis pekeIjaan yang prosedurnya sudah te ap, meskipun dapat 
diinterupsi oleh kondisi tertentu yang dap t diprediksi, maka 
diperlukan SOP yang detail. 

5. Veriflkasi dan Uji Coba SOP 

Proses pengujian dan reviu kemungkinan akan memajksa penyusun untuk 
kembali pada proses-proses pengumpulan data dan ahalisis, karena masih 
memerlukan informasi terbaru/tambahan yang sebelumnya tidak 
dipikirkan sebelumnya. Langkah-langkah pengujian an reviu dilakukan 
sebagai berikut: 
a. Sebelum dilakukan pengujian, hasil penulisan SO dikirimkan kepada 

pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam rosedur dimaksud, 
untuk memperoleh masukan- masukan. 

b. Melakukan simulasi-simulasi untuk melihat seja h mana SOP yang 
telah dirumuskan akan dapat berjalan sesu~ dengan kondisi 
senyatanya. I 

c. Proses simulasi akan menghasilkan berbagai m~sukan yang harus 
ditindaklanjuti oleh penyusun pengembangan. 

6. Pengesahan SOP 

Proses pengesahan merupakan tindakan pengambtlan keputusan oleh 
pejabat yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan ini. 
Proses ini meliputi penelitian ulang terhadap prosedu~ yang distandarkan. 
Pada proses ini pejabat yang berwenang akan mengafnbil kepu tusan yang 
mungkin mengharuskan penyusun bekerja kembali untuk merumuskan 
sesuai dengan keputusan yang telah diambil ataui$luruh prosedur yang 
telah dirumuskan disetujui oleh pejabat yang berwen g sehingga penyusun 
tidak perlu kembali bekerja untuk melakukan perba' -perbaikan. 
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7. Penetapan SOP 

Penetapan SOP sebagai sebuah peraturan yang mengi at bagi seluruh unsur 
yang ada di setiap satuan/unit kerja di Lingkung Pemerintah Daerah 
diharapkan dapat diaplikasikan oleh pegawai dalam p laksanaan tugas dan 
fungsi. Untuk itulah maka penetapan SOP dalam Kebijakan Reformasi 
Birokrasi dilakukan mulai dari SOP yang umum (gene· ) menuju unit keIja 
mandiri yang paling rendah untuk SOP yang operasion (spesifik). 

Prosedur Penetapan Dokumen SOP AP adalah sebagai ~rikut: 
a. setelah melewati tahap simulasi/ pengujian dan I revieu terhadap SOP 

maka dilakukan perbaikan; ~ 
b. dilakukan penetapan SOP AP untuk dijadikan ped man operasional dan 

diberikan ke masing-masing unit keIja agar memi· . sistem (SOP) yang 
baik, terarah dan lebih teratur serta efektif. 

8. Penerapan/Pelaksanaan 

a. Agar SOP dapat dilaksanakan sesuai ketentuF perlu dilakukan 
perencanaan pelaksanaan yang meliputi: 
1) penetapan jadwal sosialisasi; 
2) penetapan pejabat yang akan melakukan sosi 
3) penyiapan SOP yang akan disosialisasikan. 

b. Beberapa hal yang harus diketahui Tim Penyusun 
1) jumlah SOP yang akan diterapkan; 
2) informasi apa yang akan disampaikan kepada p laksana SOP; dan 
3) cara memantau pelaksanaan SOP 

9. Sosialisasi 

Proses sosialisasi adalah langkah penting yang haru dilaksanakan dalam 
upaya penerapan SOP di setiap unit keIja, dengan car 
a. penyebarluasan informasi dan/ atau pemberitahu 
b. pendistribusian SOP; dan 
c. penetapan pegawai pelaksana, penanggung jawab dan pemantau sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

Pelatihan dan pemahaman SOP dapat dilakukan ~alam bentuk rapat, 
bimbingan teknis, pendampingan, simulasi ataup4 n pada pelaksanaan 
sehari -hari agar SOP dapat dipahami dan dilaksanakar dengan baik. 

I 
10. Monitoring dan Evaluasi 

a. Monitoring 
Proses ini diarahkan untuk membandingkan d~ memastikan kinerja 
pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP 
yang baru, mengidentiflkasi permasalahan yang mungkin timbul, dan 
menentukan cara untuk meningkatkan hasil pelaksanaan. Proses 
monitoring ini dapat berupa observasi supervi~or, interview dengan 
pelaksana, diskusi kelompok keIja, pengarahan dan pelaksanaan. 
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h. Evaluasi 
Merupakan sebuah analisis yang sistematis t rhadap serangkaian 
proses pelaksanaan dan aktifitas yang telah dib kan dalam bentuk 
SOP dari sebuah organisasi dalam rangka m~nentukan efektifitas 
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara kr seluruhan. Dari sisi 
substansial SOP, evaluasi SOP dapat dilakukan d~ngan mengacu pada 
penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP Yf1g telah diterapkan 
atau bahkan sejauh mana diperlukan SOP yang barp. 

¥I' ... J.,...., .... ALAy A, 



LAMPI RAN II 
NOMOR 
TENTANG 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
74 T AHUN 2020 
PEDOMAN PENYUSUNAN 
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTA 

FORMAT DOKUMEN SOP 

OPERASIONAL 

Dokumen SOP pada hakekatnya merupakan dokumen y g berisi prosedur­
prosedur yang distandarkan yang secara keseluruhan mem entuk satu kesatuan 
proses. 

A. UNSUR DOKUMENTASI 

1. LEMBAR JUDUL (COVER) DOKUMEN SOP PERANG T DAERAH 

Standar Operasional Prosedur _ __ -+_ ... 
(Nama Perangkat Daerah) 

2020 

Jalan .......... ... .... .. ... ....... . 
Telp/Fax/ e-mail 

Nama tempat Kode Pos 

Lambang 
P merintah Daerah 

Judul SOP 
DenganNama 

f erangkat Daerah 

I 

Tahun 
Pembuatan SOP 

Alamat 
PFrangkat Daerah 
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2. LEMBAR JUDUL (COVER) DOKUMEN SOP UPTD 

Standar Operasional Prosedur ___ -+_ ..... 
(Nama UPTD) 

2020 

Jalan ................. ............ . 
Telp/Fax/ e-mail 

Nama tempat Kode Pos 

Lambang 
Pemerintah Daerah 

JudulSOP 
DenganNama 

UPTD 

Tahun 
Pembuatan SOP 

Alamat 
UPTD 
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3. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PE*ETAPAN STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI I PEMERINTAHAN 
PERANGKAT DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 
KEDUA 
KETIGA 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAY~ 
NOMOR 

TENTANG I 
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PR¢>SEDUR 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

NAMA PERANGKAT DAERAH .......... . 

KABUPATENTASllUMALAYA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa .............................................................................. ; 
b. bahwa .............................................................................. ; 
c. bahwa ............................................................................... ; 

1. Undang-Undang .............................. ,' ................................. ; 
2. Peraturan Pemerintah ... ................................................... ; 
3. Dst; 

MEMUTUSKAN: 

DitetaPkah di 
pada tan~al 

BUPATI ~SIKMALAYA, 
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4. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG 
PENETAPAN STAN DAR OPERASIONAL PROSE UR ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 
KEDUA 
KETIGA 

KOPPERANGKATDAERAH 

KEPUTUSAN KEPALA (PERANGKAT DA~RAH) 

NOMOR: 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL 3:SEDUR 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

(NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS D RAH) 

(NAMA PERANGKAT DAERAH) 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA (PERANGKAT DAERAH) 

a. bahwa .............................................................................. ; 
b. bahwa .............................................................................. ; 
c. bahwa .............................................................................. ; 

1. Undang-Undang .............................................................. ; 
2. Peraturan Pemerintah ...................................................... ; 
3. Dst; 

MEMUTUSKAN: 

Ditetapkan di 

pada tanggal ........ 1 KEPALA (PEiGKAT DAERAH) 
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5. DAFTAR lSI DOKUMEN SOP 

6. 

Daftar isi merupakan urutan judul yang terdapa pada sebuah buku 
atau bentuk tulisan lainnya yang berfungsi unt k memudahkan kita 
mencari judul penulisan secara cepat tanpa harus encari satu persatu 
sehingga mudah dibaca dan mudah digunakan. 

Contoh: 

NO. Nama SOP NO. SOP 
1. Bagian Organisasi 

1. Penyusunan Perda Penataan Kelembagaan 56 .9.1D.3.c 
2. Penyusunan Perbup Perangkat Daerah 56.9.1D.3.c 
3. Penyusunan Perbup Uraian Tugas Unit 56.9 .1D.3.c 

PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN 

Sebagai sebuah dokumen yang menjadi manuaJ, dokumen SOP AP 
memuat penjelasan bagaimana membaca dan me rggunakan dokumen 
tersebut. 

lsi dari bagian ini antara lain mencakup: 
a. Ruang Lingkup, menjelaskan tujuan prosedur ibuat dan kebutuhan 

organisasi; 
b. Ringkasan, memuat ringkasan singkat men enai prosedur yang 

dibuat; dan 
c. DefinisijPengertian-pengertian umum, memu t beberapa defmisi 

yang terkait dengan prosedur yang distandark 
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B. UNSUR PROSEDUR 

1. BAGIAN IDENTITAS 

CONTOH IDENTITAS SOP PERANGKAT DA RAH 

!--'N:....:.=om=o:..::..r--=S::....::O:::....::P'---_--''-i 56.3 . 31.h 1 
Tanggal 3 Me' 2020 
Tanggal Revisi 

I-T_an_gg---.,.al_E_fe_kti_· f_--i 15 Mf i 2020 
Disahkan Oleh ~ekretaris Daerah 

PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

SEKRETARIAT DAERAH 
Dr. IH. MOHAMAD ZEN 

NIP. 19680608 199412 1 

Nama SOP Peng lolaan Surat Masuk 

DASARHUKUM 
1. Un dang - undang Nomor 23 Tahun 20141. 

tentang Pemerintah Daerah 
Perbup Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 20112. 
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkunga 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
Perbup Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 
ten tang Tata Kearsipan 
Perbup Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

K ALIFIKASI 
pu mengoperasikan 

puter; 
iliki kompetensi 

pengelolaan surat 
ukl surat keluar 

Me ahami peraturan 
pe ndangan yang 
be laku. 

KETERKAITAN PE ATAN/PERLENGKAP 
1. SOP Penerimaan Surat Masuk 

SOP Pencatatan Surat Masuk 
SOP Pendistribusian Surat 

PERINGATAN 
pabila SOP ini tidak diiku ti maka : 

1. Administrasi surat masuk tidak terkontrol; 
Pengarsipan dan pendokumentasian surat 
kurang tertib; 

1. Per up Tata Naskah 
D' 

PEN ATATAN DAN 
1. 
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CONTOH IDENTITAS SOP UPTD 

!--'N:....:..o.=..:m=o-=..r--=S:....::O::...:P'--_--'-1 104.10.2.e 
Tanggal 3 Mei 2020 
Tanggal Revisi -

I-T-an--al-E-£-e-k-ti-f ----i 15 MJi 2020 

Disahkan Oleh IKEPALA UPTD 

PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 
DINAS KESEHATAN DAN 

ENGENDALIAN PENDUDUK 

UPTD LABORATORIUM 
KESEHATAN 

Nama SOP 

DASARHUKUM 
1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 

tentang Pemerintah Daerah 

I}ABORA TORIUM 
KESEHATAN 

pu mengoperasikan 
puter; 

2. Perbup Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 20112. . ·ki kompetensi 
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkung 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
Perbup Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 
ten tang Tata Kearsipan 
Perbup Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

KETERKAITAN 
1. SOP Penerimaan Surat Masuk 

SOP Pencatatan Surat Masuk 
SOP Pendistribusian Surat 

PERINGATAN 
pabila SOP ini tidak diiku ti maka : 

1. Administrasi surat masuk tidak terkontrol; 
Pengarsipan dan pendokumentasian surat 
kurang tertib; 

pengelolaan surat 
ma ukl surat keluar 
Me ami peraturan 
pe ndangan yang 
be aku . 

PERA ATAN/PERLENGKAP 
1. Per up Tata Naskah 

ami kodefikasi 

1. 
Ma uk; 

2. Bu u Kendall Surat; 
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Bagian Identitas Prosedur dapat dijelaskan sebagai be t: 
1) Lambang Daerah dan Nama Instansi/Satu Kerja/Unit Kerja, 

Nomenklatur Perangkat Daerah/Unit Kerja; 
2) Nomor SOP AP, nomor prosedur yang di-S P-kan, misalnya SOP 

surat masuk dan surat keluar, SOP Pen ajuan Kenaikan Gaji 
Berkala Pegawai; 
Contoh: 
Nomor SOP: 56.30.31.h1 
Nomor Perbup Tugas dan Fungsi/Nomor Pasal Ba 'an/Nomor Pasal Sub 
Bagian/Nomor urut Rindan Tugas/Nomor SOP (Ou put) 

3) Tanggal Pembuatan, tanggal pertama kali SOP AP ibuat berupa tanggal 
selesainya SOP AP dibuat bukan tanggal dimulain a pembuatannya; 

4) Tanggal Revisi, tanggal SOP AP direvisi at u tanggal rene ana 
ditinjauulangnya SOP AP yang bersangkutan; f 

5) Tanggal Efektif, tanggal mulai diberlakukan SOP atau sama dengan 
tanggal ditandatanganinya Dokumen SOP AP; 

6) Pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada ltingkat satuan kerja. 
Item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, 1fanda tangan, nama 
pejabat yang disertai dengan NIP serta stempel insulnsi; 

7} Judul SOP AP, judul prosedur yang di-SOP-kan s suai dengan kegiatan 
yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki; 

8) Dasar Hukum, berupa peraturan perundang-und 
prosedur yang di-SOP-kan beserta aturan pelaksan annya; 

9) Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai eterkaitan prosedur 
yang distandarkan dengan prosedur lain yang di tandarkan (SOP lain 
yang terkait seeara langsung dalam proses pelak anaan kegiatan dan 
menjadi bagian dari kegiatan tersebut). 

10) Peringatan, memberikan penjelasan meng nai kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dil sanakan atau tidak 
dilaksanakan. Peringatan memberikan indikasi b rbagai permasalahan 
yang mungkin muneul dan berada di luar ken ali pelaksana ketika 
prosedur dilaksanakan, serta berbagai dampak lain yang ditimbulkan. 

II} Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan engenai kualifikasi 
pelaksana yang dibu tuhkan dalam melaksana an perannya pada 
prosedur yang distandarkan. SOP Administrasi dil kan oleh lebih dari 
satu pelaksana, oleh sebab itu maka kualifikasi y g dimaksud adalah 
berupa kompetensi (keahlian dan ketrampilan) bersifat umum untuk 
semua pelaksana dan bukan bersifat individu, yapg diperlukan untuk 
dapat melaksanakan SOP ini seeara optimal. 

12} Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjel~an mengenai daftar 
peralatan utama (pokok) dan perlengkapan yang di utuhkan yang terkait 
seeara langsung dengan prosedur yang di- SOP-kan 
a. dokumen pendukung; I 
b. referensi atau bahan pustaka lainnya. 

13) Peneatatan dan Pendataan, memuat berbagai hal yang perlu didata 
dan dicatat oleh pejabat tertentu. 
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2. BAGAN ALUR (FLOWCHART) 

CONTOH BAGAN ALUR (FLOWCHART) 
Pelaksana Mutu Baku 

NO Uraian Kegiatan Kasubbag Kabag 
Asisten . 

Sekretaris Persyaratan/ Ket. 

I 

Pelaksana TU Umum iAdministrasi Daerah Bupati Perlengkapan Waktu Output 
Pimpinan Umum 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
l. lMenerima dan menelit' -Surat, Faximile, 5 menit Dokumen Surat, 

Ikebenaran alamat yang tertera 0 e-Mail Faximile, e-Mail 
tpada amp lop surat dan 
Imengembalikan surat yang 

I ~alah alamat 
2. lMencatat dan mebubuhkan -Buku expedisi 3 menit Tanda terima 

I tpara! nama dan tanggal surat I I pengirim surat 
I 

~ang diterima pada lembar I 

lPengantar atau tanda terima 
I 3. lMensortir dan memisahkan y.¢ -Surat, Faximile, 5 menit Surat, Faximile, lldak 

Ikelompok surat dinas dan e-Mail ~-Mail 
I ~tau pribadi. 
I 

I 4. lMencatat seluruh surat dinas .. -Surat, Faximile, 5 menit Surat, Faximile, 
I Imasuk ke dalam buku agenda I I e-Mail. Lembar ~-Mail. Lembar 
I ~urat masuk dan dilengkapi disposisi dan disposisi dan 

~engan lembar disposisi buku agenda Ibuku agenda 
5. lMengklasifikasikan jenis -Surat, Faximile, 5 menit Surat, Faximile, 

~urat-surat terdiri dari surat I J:: ~l }-: H I .I I .1 I e-Mail ~-Mail 
J -I ~I pen nng, b"iasa, rahasia dan '-1- -- - r-

tpengaduan 
I 

lMenyampaikan semua surat I 6. -Surat, Faximile, 10 men it Surat, Faximile, I I ~ang telah disortir, diteliti dan 1 e-Mail. Lembar e-Mail. Lembar 
~ik1asiflkasi kepada Bupati disposisi disposisi 

7. lMenyimpan (mengarsipkan) -Surat, Faximile, 5 menit Surat, Faximile, 
surat masuk yang telah selesai 0 e-Mail e-Mail 
~iproses disentral arsip 
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Keterangan : 

a . C _______ ) Simbol Kapsul/ Terminator 

untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan ber~J.~ 

b . I I Simbol Kotak/ Process 

untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksek+ ;; 

c. <> Simbol Belah Ketupat/ Decision) 
untu k mendeskripsikan kegiatan pengamb' an k pu usan; 

d. ~ Simbol An Panah/ Pa ah/ Arrow _ I 

u tuk mendeskripsikan arah kegia tan (arah proses ~egiatan); 

e. o Simbol Segilima/ Off-Page Connector 
Unt k me deskripsik h ubungan antar simbol yan berbeda h alaman. 


